GUBERNUR ACEH

PERATURAN GUBERNUR ACEH
NOMOR ©1 TAHUN 2018

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN GUBERNUR ACEH NOMOR 89 TAHUN 2012
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENGEMBANGAN

Menimbang :

Mengingat

s 1.

SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM REGIONAL ACEH

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA
GUBERNUR ACEH,

bahwa Badan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
Regional Aceh telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Aceh
Nomor 89 Tahun 2012;

bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah, dalam pembagian urusan
pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sub
urusan air minum menetapkan kewenangan daerah Provinsi
meliputi pengelolaan dan pengembangan SPAM lintas daerah
Kabupaten/Kota;

. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015

tentang Sistem Penyediaan Air Minum Pasal 39 antara lain
menyebutkan bahwa wewenang dan tanggung jawab Pemerintah
Provinsi dalam Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum
(SPAM) meliputi penyelenggaraan SPAM yang bersifat khusus,
kepentingan strategis Provinsi dan lintas Kabupaten/Kota dan
membentuk BUMD dan/atau UPTD Provinsi dalam pelaksanaan
penyelenggaraan SPAM di Provinsi;

bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2016
tentang Badan Peningkatan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan
Air Minum (BPPSPAM), BPPSPAM merupakan lembaga non
struktural yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada
Menteri dan berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia;

. bahwa Pembentukan BP SPAM Regional Aceh tidak diamanatkan

dalam peraturan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, huruf c
dan huruf d;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, huruf b, huruf ¢, huruf d dan huruf e, perlu menetapkan
Peraturan Gubernur tentang Pencabutan Peraturan Gubernur Aceh
Nomor 89 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan
Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Regional Aceh;

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan
Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan
Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1103);

. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);

3. Undang- .../2
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3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang
Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4490);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem
Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5802);

10. Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2016 tentang Badan
Peningkatan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 232);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007
tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENCABUTAN PERATURAN
GUBERNUR ACEH NOMOR &89 TAHUN 2012 TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENGEMBANGAN SISTEM
PENYEDIAAN AIR MINUM REGIONAL ACEH.

Pasal 1

Peraturan Gubernur Aceh Nomor 89 Tahun 2012 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengembangan Sistem Penyediaan
Air Minum Regional Aceh (Berita Daerah Aceh Tahun 2012 Nomor
141) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
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Pasal 2

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal, 5 Januari 2018
17 Rabiul Axhir 1439

/ IRWANDI YUSUF
Diundangkan di Banda Aceh

pada tanggal, _ 8 Januari 2018

20 Rabiul Akhir 1439
EKRETARIS DAERAH ACEH?

—<>\/

DERMAWAN

BERITA DAERAH ACEH TAHUN 2018 NOMOR 01
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